MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 164.K/HK.02/MEM.S/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 122.K/HK.02/MEM.S/2021
TENTANG PELAKSANAAN TRANSPARANSI PENDAPATAN NEGARA
DAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPEROLEH DARI INDUSTRI EKSTRAKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan
transparansi pendapatan negara dan pendapatan
daerah yang diperoleh dari industri ekstrakstif, maka
perlu melakukan penyesuaian susunan keanggotaan
Forum Multi Stakeholder Group yang telah dibentuk
dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 122.K/HK.02/MEM.S/2021 tentang
Pelaksanaan Transparansi Pendapatan Negara dan
Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri
Ekstraktif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang
Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 122.K/HK.02/MEM.S/2021
tentang Pelaksanaan Transparansi Pendapatan Negara
dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri

Ekstraktif;



Mengingat

p—d

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4152);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);



10.

1l

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);



13.

14,

15,

16,

17

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 223, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6421);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan  Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6563);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan,
Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara
Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6564);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada
Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari
Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan
Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23); |
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);



20,

21.

24

23.

24.

29.

26.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahﬁn
2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 289);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang
Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid
19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178); |
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan
Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan
Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya
Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1079);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 862);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian
Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220);



Menetapkan

27. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
733);

28. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 122.K/HK.02/MEM.S/2021 tentang
Pelaksanaan Transparansi Pendapatan Negara dan
Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri
Ekstraktif;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR
122.K/HK.02/MEM.S/2021 TENTANG PELAKSANAAN
TRANSPARANSI PENDAPATAN NEGARA DAN
PENDAPATAN DAERAH YANG DIPEROLEH DARI INDUSTRI
EKSTRAKTIF.

Pasal |
Mengubah susunan keanggotaan Forum MSG dalam
Lampiran [ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 122.K/HK.02/MEM.S/2021 tentang
Pelaksanaan Transparansi Pendapatan Negara dan
Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Menteri ini.



Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2021

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:
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Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Menteri Keuangan

Menteri Dalam Negeri

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kepala Badan Geologi

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan
Gas Bumi

Kepala Badan Pengelola Migas Aceh

Asosiasi Industri Ekstralktif

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
“ " 'KEPALA BIRO HUKUM|,

M. IDRIS F. SIHITE



1.

2.

3.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 164.K/HK.02/MEM.S/2021

TANGGAL : 30 Agustus 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 122.K/HK.02/MEM.S/2021
TENTANG PELAKSANAAN TRANSPARANSI PENDAPATAN
NEGARA DAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPEROLEH DARI
INDUSTRI EKSTRAKTIF

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM MSG

Ketua Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral

Ketua Harian : Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sumber Daya
Alam, Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral

Anggota a. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

b. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

c. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral
d. Kepala Badan Geologi

e. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
f.  Kepala Badan Pengelola Migas Aceh

g. 1 (satu) orang Perwakilan Deputi Bidang
Koordinasi Investasi dan Pertambangan,
Kementerian Koordinator Bidang Maritim

dan Investasi



1 (satu) orang Perwakilan Deputi Bidang
Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi,
Kementerian Koordinator Bidang Maritim

dan Investasi

1 (satu) orang Perwakilan Deputi Bidang
Koordinasi Pengembangan usaha Badan
Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi,
Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian

1 (satu) orang Perwakilan Direktorat

Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan

1 (satu) orang Perwakilan Direktorat

Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan

1 (satu) orang Perwakilan Direktorat

Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan

1 (satu) orang Perwakilan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan, Kementerian

Keuangan

1 (satu) orang Perwakilan Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan,

Kementerian Keuangan

1 (satu) orang Perwakilan Badan Kebijakan

Fiskal, Kementerian Keuangan

1 (satu) orang Perwakilan Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia

1 (satu) orang Perwakilan Direktorat
Jenderal Bina Keuangan Daerah,

Kementerian Dalam Negeri

1 (satu) orang Perwakilan Deputi Bidang
Keuangan dan Manajemen Risiko,

Kementerian Badan Usaha Milik Negara
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1 (satu) orang Perwakilan Kedeputian
Bidang Akuntan Negara, Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan

1 (satu) orang Perwakilan Deputi Bidang
Metodologi dan Informasi Statistik, Badan

Pusat Statistik

3 (tiga) orang Sekretaris Daerah perwakilan
dari pemerintah daerah provinsi penghasil
Industri Ekstraktif bidang mineral dan

batubara

3 (tiga) orang Sekretaris Daerah perwakilan
dari pemerintah daerah provinsi penghasil
Industri Ekstraktif bidang minyak dan gas

bumi
Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Direktur Utama (CEO) Mining Industri
Indonesia (MIND ID)

3 (tiga) orang perwakilan dari Industri

Ekstraktif

3 (tiga) orang perwakilan dari Lembaga
Swadaya Masyarakat yang menaruh

perhatian pada Industri Ekstraktif

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

oy W

KEPALA BIRO HUKUM,




